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 ABSTRAK 
 
Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Sunset 
Policy (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama 
Makassar Utara) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Sunset Policy terhadap tingkat 
kepatuhan wajib pajak. Program Sunset Policy adalah kebijakan penghapusan 
sanksi administrasi pajak penghasilan yang tertuang dalam Undang-undang 
Nomor 28 Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
dalam Pasal 37A. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak pada KPP 
Pratama Makassar Utara. Sampel penelitian ditujukan pada wajib pajak pribadi 
tahun 2006,2007,2008,2009, dan 2010 pada KPP Pratama Makassar Utara. 
Data yang digunakan adalah data sekunder dari KPP Pratama Makassar Utara. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis paired sample t-
test, program Sunset Policy memberikan dampak positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak dalam jumlah wajib pajak terdaftar. Namun, program Sunset Policy 
tidak memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 
melaksanakan kewajibannya, yang dinilai dari jumlah SPT yang disampaikan dan 
STP membayar yang diterbitkan. 
 
Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Sunset Policy, Wajib Pajak Orang Pribadi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
Evaluation Study of Taxpayer Compliance Before and After Sunset 
Policy (Study Case of Personal Taxpayer in KPP Pratama Makassar 
Utara) 
 
This study aims to examine the influence of Sunset Policy toward level of 
taxpayer compliance. Sunset Policy program is the policy to eliminate the 
penalties of income tax administration as it is stipulated in law No. 28 of 2007, 
about general certainty and procedures of taxation in chapter 37A. The 
population of this study is taxpayer in KPP Pratama Makassar Utara. The sample 
of this study is referred to personal taxpayer in year 2006,2007,2008,2009, and 
2010 in KPP Pratama Makassar Utara. The data of this study is the secondary 
data of KPP Pratama Makassar Utara. The result of this study shows that based 
on Paired Sample T-test, Sunset Policy program has given positive effect toward 
taxpayer compliance in amount of registered taxpayer. However, Sunset Policy 
does not give positive effect toward taxpayer compliance to accomplish his 
obligation, the researcher values from the amount of SPT that is notified and STP 
that is published. 
  
Keyword : taxpayer compliance, sunset policy, personal taxpayer. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  
        Indonesia sebagai negara berkembang yang senantiasa melakukan 
pembangunan di segala bidang sebagai wujud dari pemenuhan kewajiban 
terhadap rakyat Indonesia. Kewajiban tersebut seperti, melindungi rakyat 
dengan segala kepentingannya, dan menyediakan sarana dan prasarana 
yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan pemerintahan. Tidak 
hanya itu, kewajiban suatu negara harus secara adil memberikan pelayanan 
kepada rakyat, menegakkan hukum, serta memelihara ketertiban dan 
keamanan negara. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, negara 
melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan berbagai jenis 
penerimaan sebagai sumber pendapatan negara. Dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibuat oleh Pemerintah 
bersama DPR, terdapat tiga sumber penerimaan yang menjadi pokok 
andalan, sebagai berikut: 
(1) penerimaan dari sektor pajak, 
(2) penerimaan dari sektor migas  (minyak dan gas bumi),dan 
(3) penerimaan dari sektor bukan pajak. 
       Dilihat dari tiga penerimaan negara, pajak mendominasi sebagai sumber 
penerimaan negara. Penerimaan dari sektor migas tidak dapat lagi 
diandalkan karena sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, 
 suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Namun, pajak sebagai 
sumber penerimaan mempunyai umur yang tidak terbatas, terlebih dengan 
semakin bertambahnya jumlah penduduk. Seperti tabel dibawah ini. 
 
Tabel 1.1 
Peran Pajak Terhadap APBN Tahun 2006 s/d 2010 
No Tahun Anggaran 
Jumlah (dalam triliun) Prosentase 
Pajak:APBN (%) 
APBN Pajak 
1 2010 949.66 742.74 78 
2 2009 985.73 725.84 74 
3 2008 781.35 591.98 76 
4 2007 723.06 509.46 70 
5 2006 723.06 416.31 67 
 Sumber : Departemen Keuangan RI (www.depkeu.go.id) 
 
 
Dari angka-angka tabel di atas terlihat bahwa peran pajak terhadap 
APBN sejak tahun 2006 s/d 2010 rata-rata di atas lima puluh persen, bahkan 
pada tahun 2010 mencapai 78%. Dilihat dari perannya yang begitu penting, 
maka pemerintah melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan 
penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk 
meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan 
melakukan reformasi pajak (tax reform), yaitu dengan melakukan reformasi 
terhadap peraturan Perundang-undangan Perpajakan serta sistem 
Perpajakan Indonesia. Pemerintah telah melakukan penyempurnaan 
peraturan Perundang-undangan Perpajakan pada tahun 1983, 1994, 1997, 
2000, dan terakhir pada tahun 2002 – 2008 yang lebih dikenal dengan 
modernisasi pajak. Sistem perpajakan Indonesia juga telah berubah dari 
sistem Officiall assessment menjadi sistem self assessment. Sistem self 
 assessment, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, 
memperhitungkan, membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya 
terutang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan 
Perpajakan yang berlaku, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang 
berada pada Wajib Pajak sendiri. 
       Penerapan sistem self assessment, diharapkan pelaksanaan 
administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokrasi akan dapat 
dihilangkan. Tugas administrasi perpajakan tidak lagi seperti yang terjadi 
pada masa lampau, administrasi perpajakan meletakkan kegiatannya pada 
tugas merampungkan/menetapkan semua Surat Pemberitahuan (SPT) guna 
menentukan jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang seharusnya 
dibayar. 
       Pemerintah telah mengeluarkan cara melapor yang efektif yang dikenal 
dengan e-SPT untuk memudahkan para wajib pajak dalam melaporkan 
jumlah pajaknya. Pemerintah selalu berusaha melakukan terobosan-
terobosan baru untuk memudahkan wajib pajak. Sebagai upaya untuk 
melakukan terobosan baru, khususnya dalam peningkatan penerimaan 
pajak, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2008, 
telah mengeluarkan kebijakan pajak bagi Wajib Pajak yang secara sukarela 
melakukan pembetulan atas pelaporan pajak tahun-tahun yang lalu dan juga 
memberikan kelonggaran bagi masyarakat untuk memperoleh Nomor Pokok 
Wajib Pajak (NPWP), yang dikenal dengan Sunset Policy. 
       Sunset Policy merupakan program penghapusan sanksi administrasi 
Pajak Penghasilan, sebagai bentuk pemberian fasilitas perpajakan yang 
diatur berdasarkan pasal 37A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jika Wajib Pajak memanfaatkan program 
 ini, Dirjen Pajak akan membebaskan dari sanksi pemeriksaan dan denda 
akibat pembayaran yang kurang bayar. Di dalam Pasal 37A UU tentang 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) disebutkan sebagai 
berikut: 
(1) wajib pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan 
Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang 
mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan 
dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah 
berlakunya undang-undang ini, dapat diberikan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan 
pelunasan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan 
pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 
(2) wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk 
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lama 1 (satu) tahun 
setelah berlakunya undang-undang ini diberikan penghapusan sanksi 
administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak 
sebelum diperoleh NPWP dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali 
terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat 
Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau 
menyatakan lebih bayar. 
 
 
       Sunset Policy telah disambut positif oleh masyarakat, terbukti secara 
kuantitas, sunset policy meningkatkan penerimaan pajak sebesar Rp6,9 
triliun. Nilai tersebut terdiri atas Rp1,4 triliun yang merupakan nilai pajak 
terutang selama bulan Januari 2009 dan sebesar Rp5,5 triliun yang berasal 
dari setoran pajak hingga akhir bulan Desember 2008. Tidak itu saja, sunset 
policy juga menambah jumlah kepemilikan NPWP menjadi 13 juta per akhir 
Maret 2009, padahal pada akhir tahun 2007 jumlah Wajib Pajak terdaftar 
baru sekitar 5,3 juta. Dengan demikian, dalam waktu 14 bulan telah terjadi 
peningkatan jumlah Wajib Pajak lebih dari dua kali lipat (Widodo,2010:243). 
Berbagai negara telah menerapkan pengampunan pajak/sunset policy, 
ada yang berdampak positif dan negatif. Setiap negara mempunyai sistem 
pemerintahan yang berbeda, sehingga ketika suatu kebijakan diterapkan 
 akan mempunyai hasil yang berbeda. Pencapaian pengampunan 
pajak/sunset policy di beberapa negara dapat dilihat pada lampiran 1.1. 
Begitu banyak pendapat yang mengatakan,  bahwa pengampunan pajak 
(sunset policy) mempunyai kaitan erat dengan kepatuhan wajib pajak. 
Diterapkannya pengampunan pajak dapat mendorong kepatuhan Wajib 
Pajak terutama dalam jangka panjang, namun ini masih dalam perdebatan. 
Leonard dan Zeckhauser (1986) dalam Wardiyanto (2010) menegaskan, 
bahwa sebagian orang menjadi pelanggar pajak hanya karena kelalaian. 
Jika mereka tidak dihadapi dengan mekanisme hukum, seperti tuntutan dan 
pengenaan denda, mereka mungkin menjadi Wajib Pajak yang patuh. 
Akibatnya, kepatuhan Wajib Pajak di masa yang akan datang dapat 
ditingkatkan dengan merangkul para mantan penunggak pajak ke dalam 
sistem perpajakan yang benar. 
Kepatuhan wajib pajak yang diartikan oleh Leonard dan Zeckhauser 
(1986) adalah wajib pajak yang telah berhasil untuk tidak melanggar lagi. 
Nurmantu dalam Widodo (2010:68-69) berpendapat kepatuhan terdapat dua 
macam, yaitu kepatuhan formal dan material, yaitu: 
kepatuhan formal adalah suatu keadaan  wajib pajak memenuhi kewajibannya 
secara formal sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan. 
Kepatuhan material adalah suatu keadaan wajib pajak secara substantif 
(hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan 
jiwa Undang-undang Perpajakan.  
 
 
       Dari pengertian kepatuhan wajib pajak formal maupun material, maka 
ada beberapa aspek yang melingkupi keaptuhan wajib pajak formal dan 
material. Kepatuhan Wajib Pajak formal dapat dilihat dari beberapa aspek, 
yaitu: 1)  kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri; 2) ketepatan waktu Wajib 
Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan; 3) ketepatan waktu dalam membayar 
pajak; dan 4) pelaporan Wajib Pajak atas jumlah pajak terutang. Kepatuhan 
 material meliputi beberapa aspek, yaitu: 1) wajib pajak menghitung sendiri besar 
pajak dalam SPT-nya sesuai jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar yang 
dihitung sebenarnya; 2) peran konsultan pajak dalam membantu perhitungan pajak; 
3) kepercayaan Wajib Pajak terhadap konsultan pajak dalam menentukan jumlah 
pajak; dan 4) tunggakan Wajib Pajak kepada negara. (Widodo,2010:68-69) 
Wajib pajak patuh juga dapat dilihat dari penurunan jumlah Surat 
Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP).  Surat 
Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi 
administrasi berupa bunga dan/atau denda. STP dikeluarkan apabila wajib 
pajak tidak bayar atau kurang bayar yang dilaporkannya. Jadi, apabila 
jumlah STP yang dikeluarkan semakin berkurang, maka tingkat kepatuhan 
wajib pajak semakin meningkat. 
Pengukuran Kepatuhan Pajak baik secara formal maupun material lebih 
kepada kesadaran seorang individu sebagai warga negara untuk melakukan 
kewajibannya bagi kemajuan bangsanya. Tingginya tingkat kepatuhan, maka 
pendapatan dari sektor pajak akan semakin meningkat, sehingga  
pembangunan bangsa berjalan lancar. 
Penelitian tedahulu yang dilakukan oleh Angraeni dan Kiswara (2011) 
menyimpulkan, “Sunset Policy merupakan program yang berdampak positif 
terhadap Wajib Pajak. Pengetahuan dan pemahaman tentang regulasi pajak, dan 
persepsi yang baik terhadap efektifitas sistem Perpajakan.” Sunset Policy 
direspon secara positif oleh Wajib Pajak. Kemauan membayar pajak 
meningkat setelah Sunset Policy diterapkan. 
Sunset Policy telah memikat banyak wajib pajak untuk menikmati sunset 
policy. Hal ini terlihat dari hasil penelitian terdahulu Gama (2011) 
menyimpulkan. 
 Setelah dilakukannya kebijakan Sunset Policy terjadi perubahan yang signifikan 
terhadap jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sebelum dan Sesudah Reformasi 
Pajak 2008 pada KPP Kota Semarang, hal ini dikarenakan banyak fasilitas-
fasilitas yang mendukung dan pelayanan prima yang mendorong Wajib Pajak 
untuk berbondong-bondong mendaftarkan diri. Terjadi pula perbedaan 
signifikan antara jumlah Wajib Pajak Efektif sebelum dan sesudah Reformasi 
Pajak 2008 pada KPP Kota Semarang. Terdapat perbedaan yang signifikan 
antara jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT sebelum dan sesudah 
Reformasi Pajak 2008 pada KPP Kota Semarang, semakin banyak Wajib Pajak 
yang menyampaikan SPT maka kepatuhan Wajib Pajak semakin baik sehingga 
berimplikasi terhadap penerimaan pajak.  
 
 
Penelitian ini ditujukan untuk memastikan bagaimana program sunset 
policy dalam kepatuhan membayar pajak bagi Wajib Pajak. Efektifitas 
pelaksanaan program ini dalam jangka panjang memberikan kontribusi                  
positif bagi peningkatan sumber pembiayaan negara. Berdasarkan hal-hal 
tersebut, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul: 
“Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Sunset 
Policy (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama 
Makassar Utara)” 
 
 
1.2  Rumusan Masalah 
       Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak selalu melakukan 
reformasi perpajakan di Indonesia. Ini bertujuan agar dicapainya target 
penerimaan pajak negara dan khususnya meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak atas kewajibannya sebagai warga negara. Pada tahun 2008 
pemerintah mengeluarkan program Sunset Policy. Program ini mulai berlaku 
1 Januari 2008 hingga 31 Desember 2008. Namun, besarnya antusias 
masyarakat yang ingin menikmati program ini, maka pemerintah 
memperpanjang Sunset Policy hingga 28 Februari 2009. 
        Penerapan sunset policy yang baik akan berdampak pada peningkatan 
kepatuhan wajib pajak. Berbagai pendapat yang ada mengenai keberhasilan 
pengampunan pajak/sunset policy dalam meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak. Pengampunan pajak dapat berhasil dikarenakan adanya kerja sama 
yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Pelayanan dan fasilitas 
yang memadai dapat meningkatkan kemauan dan antusias yang besar dari 
masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Dengan 
demikian, kepatuhan wajib pajak dapat meningkat setelah adanya sunset 
policy yang didukung dengan reformasi perpajakan yang ada. 
        Penjelasan fakta mengenai sunset policy yang diterapkan di Indonesia 
telah memberikan dampak positif terhadap negara. Sehingga permasalahan 
dalam penelitian ini: 
1. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
sebelum dan sesudah sunset policy pada KPP Pratama Makasssar Utara 
berdasarkan jumlah wajib pajak terdaftar? 
2. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
sebelum dan sesudah sunset policy pada KPP Pratama Makassar Utara 
berdasarkan jumlah STP yang diterbitkan dalam hal membayar pajak? 
3. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
sebelum dan sesudah sunset policy pada KPP Pratama Makassar Utara 
berdasarkan jumlah WP OP yang melaporkan SPT Tahunan?. 
 
 
 
 1.3  Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan diadakannya penelitian ini: 
1. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan tingkat 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara 
sebelum dan sesudah Sunset Policy berdasarkan jumlah wajib pajak 
terdaftar. 
2. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan tingkat 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara 
sebelum dan sesudah Sunset Policy berdasarkan jumlah STP yang 
diterbitkan dalam hal membayar pajak. 
3. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan tingkat 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara 
sebelum dan sesudah Sunset Policy berdasarkan jumlah WP OP yang 
melaporkan SPT Tahunan. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang 
berkaitan dengan kebijakan Sunset Policy terhadap  kepatuhan wajib 
pajak. 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah 
terutama fiskus dalam membuat suatu kebijakan di masa yang akan 
datang, agar dapat mencapai tujuan dari kebijakan yang optimal, 
khususnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
 1.5 Sistematika Penulisan 
       Sistematika penulisan skripsi ini, sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
  Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
  Berisi mengenai tinjauan teori, penelitian terdahulu, kerangka 
pemikiran, dan hipotesis. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
  Berisi mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi 
dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, 
variabel penelitian dan definisi, instrumen penelitian, dan analisis 
data. 
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Berisi mengenai dekripsi data, pengujian hipotesis, dan 
pembahasan. 
BAB V : PENUTUP 
  Berisi mengenai kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BAB V 
PENUTUP 
 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai 
berikut. 
1. Terdapat perbedaan yang signifikan  kepatuhan Wajib Pajak antara 
jumlah Wajib Pajak terdaftar sebelum dan sesudah sunset policy pada 
KPP Pratama Makassar Utara. Berdasarkan perhitungan deskriptif 
jumlah Wajib Pajak orang pribadi Terdaftar pada KPP Pratama Makassar 
Utara dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak orang pribadi terdaftar 
sesudah sunset policy lebih banyak dibandingkan dengan kepatuhan 
kepatuhan wajib pajak sebelum sunset policy. Ini berarti pada saat tahun 
sunset policy (2008) begitu besar antusias Wajib Pajak untuk 
mendaftarkan dirinya untuk memiliki NPWP. Hasil penelitian ini sama 
dengan hasil penelitian Gama (2011) yang menyimpulkan sunset policy 
sudah mampu meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar, dikarenakan 
banyak fasilitas-fasilitas yang mendukung dan pelayanan prima yang 
mendorong. 
2. Tidak terdapat perbedaan signifikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
dalam hal penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan 
sebelum dan sesudah Sunset Policy pada KPP Pratama Makassar 
Utara. STP diterbitkan apabila terjadi kurang bayar, baik itu kurang bayar 
karena salah hitung atau salah tulis. Namun, dari analisis rasio STP 
bayar yang diterbitkan menunjukkan wajib pajak patuh dalam hal 
 membayar pajak pada saat sebelum dan sesudah Sunset Policy. Wajib 
Pajak yang mendapatkan STP bisa dikatakan patuh apabila telah 
melakukan pelunasan atas tagihan dan sanksi yang dikenakannya. 
3. Tidak terdapat perbedaan signifikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
dalam menyampaikan SPT Tahunan sebelum dan sesudah sunset policy 
pada KPP Pratama Makassar Utara. Ini berarti tidak ada hubungan yang 
erat antara kepatuhan wajib pajak dalam jumlah SPT Tahunan yang 
dilaporkan sebelum dan sesudah sunset policy. Wajib pajak menjadi 
patuh apabila sudah memahami undang-undang perpajakan, mengisi 
formulir pajak dengan benar, menghitung pajak dengan jumlah yang 
benar, dan membayar pajak tepat pada waktunya. Jadi, kepatuhan 
tersebut terbentuk bukan karena adanya program sunset policy. Ini juga 
terjadi karena adanya pemekaran dari KPP Pratama Makassar Utara 
menjadi KPP Pratama Makassar Barat. Namun, berdasarkan penelitian 
Gama (2011), sunset policy mempunyai hubungan yang signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak, terlihat dari adanya peningkatan 
kepatuhan wajib sebelum dan sesudah sunset policy berdasarkan jumlah 
wajib pajak yang menyampaikan SPT. 
 
 
5.2 Saran  
       Penelitian ini untuk membuktikan bahwa sunset policy dapat 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan sunset policy yang akan 
datang diharapkan dapat disiapkan secara matang dan diperlukan sosialisasi 
 yang sangat baik agar sunset policy dapat mendorong para wajib pajak 
untuk lebih sukarela terhadap kewajiban pajaknya.  
       Kepada peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian dibidang yang 
sama dapat menggunakan variabel-variabel lain dan objek penelitian yang 
lebih luas dari penelitian ini. Ini dimaksudkan untuk menambah referensi 
mengenai sunset policy dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
1. Penelitian ini dilakukan hanya di KPP Pratama Makassar Utara di 
Lingkungan Kanwil DJP SulselBartra kurang dapat mewakili secara 
keseluruhan. Untuk penelitian yang akan datang dapat dilakukan di 
KPP Pratama lainnya yang ada di Lingkungan Kanwil DJP 
SulselBartra. 
2. Penelitian ini menggunakan indikator kepatuhan sebagaimana kriteria 
wajib pajak patuh dalam Peraturan Menteri Keuangan 
192/PMK.03/2007, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
menyampaikan SPT Tahunan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
mendapatkan STP dalam hal membayar. Indikator kepatuhan Wajib 
Pajak lainnya, yaitu laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau 
BPKP harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan 
pendapat wajar dengan pengecualian, kepatuhan dalam pembayaran 
tunggakan dan kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak 
terutang tidak termasuk dalam penelitian ini. 
       
 
  
 
 
